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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR 

NOMOR 30 TAHUN 2026 

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 

TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ay at 

(1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 

2025 ten tang Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi 

pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat 

kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota 

Makassar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan 

data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno 

terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat 
Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota 

Makassar Nomor 476/PP.07-BA/7371/3/2026 tanggal 
2 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih 

Berkelanjutan Triwulan Pertama;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Makassar tentang Penetapan Rekapitulasi 
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Pertama 
Tahun 2026.

Mengingat 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, 
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tsihun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepubUk 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Keija Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377);
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 200).

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

MAKASSAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN 

KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 

TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026 

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan (PDPB) Kota Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan Triwulan Pertama Tahun 2026, 
sebagaimana tercantum dalam formulir Model A- 

Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran 

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar 

pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu 
dan Hukum

* \ V
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA MAKASSAR 
NOMOR 30 TAHUN 2026 
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 
BERKELANJUTAN KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) 
KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 

TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

NO NAMA
KECAMATAN

JUMLAH
DESA/

KELURAHAN

JUMLAH PEMILIH
KETERANGAN

L P L + P

1 2 3 4 5 6 7
1 MARISO 9 20.574 22.064 42.638
2 MAMAJANG 13 20.342 22.454 42.796
3 MAKASSAR 14 29.065 30.784 59.849
4 UJUNG PANDANG 10 9.159 10.214 19.373
5 WAJO 8 10.743 11.619 22.362
6 BONTOALA 12 19.618 20.702 40.320
7 TALLO 15 52.584 53.523 106.107
8 UJUNG TANAH 9 12.496 13.110 25.606
9 PANAKKUKANG 11 50.562 54.157 104.719
10 TAMALATE 11 66.291 70.739 137.030
11 BIRINGKANAYA 11 76.529 81.657 158.186
12 MANGGALA 8 56.690 60.692 117.382
13 RAPPOCINI 11 54.985 58.557 113.542
14 TAMALANREA 8 36.994 40.243 77.237

15 KEPULAUAN
SANGKARRANG 3 5.349 5.412 10.761

TOTAL 153 521.981 555.927 1.077.908

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT
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